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BIRO ORGANISASI
SETDA PROVINSI JAMBI

	Nomor S O P
	

	
	Tanggal Pembuatan
	03 Januari 2018

	
	Tanggal Revisi
	

	
	Tanggal Pengesahan
	08 Januari 2018

	
	Disahkan Oleh
	KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

	
	Nama S O P
	Pelayanan Fasilitasi Usulan  Hutan Kemasyarakatan (HKm) 

	DASAR HUKUM
	KUALIFIKASI PELAKSANA

	
1.  Undang  – undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah
3.  Undang – Undang  Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup
4.  Peraturan  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/ Kum.1/ 10/2016 tentang Perhutanan Sosial
	
1.   Pendidikan SMA Sederajat/D3/S1
2.   Memahami pengoperasian komputer
3.   Alat Tulis


	KETERKAITAN
	PERALATAN / PERLENGKAPAN

	
Lintas bagian
	
1.   Buku Agenda
2.   Ekspedisi
3.   Lembar disposisi
4.   Komputer



	PERINGATAN
	PENCATATAN DAN PENDATAAN

	
SK. HKm di berikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah mendapat rekomendasi teknis dari Tim Verifikasi Teknis yang salah satu anggotanya Dinas Kehutanan 

	
Pendataan sesuai dengan permintaan pemohon untuk menyesuaikan antara yang dilapangan dan di peta.












BAGAN ALUR PELAYANAN FASILITASI PENERBITAN SK. HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm)

	NO
	AKTIFITAS
	PELAKSANA
	WAKTU

	
	
	STAF
	KASI 
	KABID 
	KADIS
	

	1.
	Mulai
	
	
	
	
	

	2.
	Pencatatan surat masuk dalam buku agenda dan pemberian lembar posisi Bidang PPMHA
	
	
	
	
	5 Menit

	3.
	Mendisposisikan/mengarahkan untuk ditindaklanjuti
	
	
	
	
	5  Menit

	4.
	Menelaah usulan HKm
	
	
	
	
	90   Menit

	5.
	Membuat hasil telaahan usulan  HKm
	
	
	
	
	90  Menit

	6.
	Verifikasi Teknsi di lapangan (Dishut Anggota Tim Vertek)
	
	
	
	
	7 hari

	7.
	Penyampaian BAP Vertek ke Kementerian 
	
	
	
	
	-

	8.
	Menerima tembusan SK. HKm dari Kementerian 
	
	
	
	
	-

	9.
	Pengarsipan surat
	
	
	
	
	10 Menit

	10.
	Selesai
	
	
	
	
	5 Menit

	
	
	
	
	
	
	




A. LATAR BELAKANG
Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan 
HKm hanya diberlakukan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang tidak dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan dimana kawasan tersebut menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Izin Usaha Pemanfaatan  Pengelolaan HKm (IUPHKm) diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 tahun.
HKm diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan serta menggantungkan penghidupannya dari memanfaatkan sumberdaya hutan.
Pemegang IUPHKm dapat mengajukan permohonan memperoleh izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Kemasyarakatan (IUPHHK-HKm). Permohonan IUPHHK-HKm diajukan oleh pemegang IUPHH-HKm yang telah berbentuk koperasi kepada Menteri. IUPHH-HKm hanya dapat dilakukan areal kerja yang berada di kawasan hutan produksi dan diberikan untuk egiatan pemanfaatan hasil hutan tanaman berkayu yang merupakan hasil penanamannya




B.  Maksud dan Tujuan

1.   Maksud
Pemberian fasiltasi didalam proses penerbitan SK. HKm oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang hak pengelolaan hutan kemasyarakatan dimaksud sebagai upaya pemerintah dalam membantu masyarakat dalam rangka memperolah hak pengelolaan hutan.

2.  Tujuan

Agar proses penganggaran Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi menjadi lebih terarah sesuai Rencana Kinerja Tahunan

C.   Ruang Lingkup

1. Persiapan
2. Penyusunan konsep
3. Koreksi dan koordinasi
4. Pemeriksaan dan koordinasi
5. Pencatatan dan pengarsipan
6. Pemanfaatan

D.     Prosedur Penyusunan

1. Menerima tembusan surat mengenai pengajuan usulan HKm dari pemohon;
    2. Pencatatan  surat  masuk di  buku agenda  Surat  masuk  dan  pemberian lembar disposisi oleh Kabid  untuk ditindak lanjuti;
3. Bersama staf, menelaah usulan HKm;
4. Membuat hasil telaahan usulan HKm
5. Verifikasi teknis di lapangan terkait objek dan subjek usulan HKm
6. Berita Acara Pemeriksaan verifikasi teknis
7. Tembusan SK. HKm dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8. Pengarsipan surat;


E.     Persyaratan

1. Mempunyai kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing 
2. Menguasai aplikasi Microsoft word

 




F.   Sarana dan Prasarana Penyusunan

Alat tulis kantor, komputer dan printer

G.   Biaya Penyusunan

Tidak ada biaya

H.   Tempat Penyusunan

Di ruang kerja 

I.    Jadwal Penyusunan

Awal tahun 

A. Penanganan Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan :

1. Kepala Dinas Kehutanan
2. Kapala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat
3. Kapala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
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